PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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Komplek Il Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181
Email : dinas.lh@bantulkab.qo.id Website https://dih.bantulkab.qo.id

Bantul, 20 Oktober 2020

Nomor : 13/REK.DLH/10/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi DPLH

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul

di

BANTUL

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perdagangan Nemor: 511/1489 tanggal 19

Oktober 2020 tentang Permohonan Penyusunan DPLH Kegiatan Operasional Pasar,
yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen, maka kegiatan:

1.
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Nama pemrakarsa . Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Penanggung jawab . Drs.Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.

Jabatan . Kepala

Alamat kantor : Komplek Il Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, JI.
Lingkar Timur, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul

Nama kegiatan . Terlampir

Jenis usaha . Kegiatan operasional pasar

Lokasi kegiatan . Terlampir

Luas lahan . Terlampir

Luas bangunan . Terlampir

berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, penyusunan dokumen

DPLH untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui. Maka dengan ini Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menerbitkan :

REKOMENDASI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PASAR
OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

Rekomendasi ini diterbitkan mencakup ketentuan sebagai berikut :

1.

3.

DPLH yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat
rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam
menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan dokumen ini meliputi keseluruhan tapak

proyek dan area terdampak yang tercantum dalam peta pengelolaan lingkungan
dalam dokumen DPLH.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau
kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau
kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan
lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan
kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau

AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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4. Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub
dalam DPLH dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan
pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.

5. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi persyaratan,
standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Penanggung jawab kegiatan wajib memiliki lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain terkait usaha dan/atau kegiatan sesuai
peraturan perundangan yang berlaku;

7. Penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DPLH tersebut kepada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) sektor-sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 (enam) bulan
sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

8. Selanjutnya Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bantul dan/atau Kepala OPD sektor-sektor terkait melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung
jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. |
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Lampiran Rekom DPLH

Nomor : 13/REK.DLH/10/2020
Tanggal : 20 Oktober 2020
Luas Luas |
No. | Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan Tanah Bangunan |
(m?) (m?)
1. | Pasar Dlingo Pedukuhan Koripan |, Desa 20.000 3.364 |
Dlingo, Kecamatan Dlingo !
2. | Pasar Sorobayan | Pedukuhan Sorobayan, Desa 13.525 4.923
Gadingsari, Kecamatan Sanden
3. | Pasar Pijenan Pedukuhan Gesikan, Desa 12.000 2.126
Wijirejo, Kecamatan Pandak
4. | Pasar Pundong Pedukuhan Pundong, Desa 10.937 4751
Srihardono, Kecamatan Pundong
5. | Pasar Hewan Pedukuhan Setran, Desa 11.345 1.069 |
Imogiri Karangtalun, Kecamatan Imaogiri ‘ |
6. | Pasar Seni Pedukuhan Gabusan, Desa 4?.47? 3.265,5
Gabusan Timbulharjo, Kecamatan Sewon
{
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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Komplek 1| Kantor Pemerintabh Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714, Telp (0274) 6450181 Fax (0274) 6450131
Email ; dinas Ihi@bantulkab.go.id Vebsite hitps://dih bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 15/IL.DLH/M0/2020

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL PASAR PIJENAN
OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,

. @ bahwa Kegiatan Operasional Pasar Pijenan oleh Dinas Perdagangan

' Kabupaten Bantul merupakan usaha danfatau kegiatan yang wajib
memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), sehingga
wajib memiliki 1zin Lingkungan;

b. bahwa permohonan telah lengkap dan benar sesual ketentuan yang
berlaku, maka wajib diterbitkannya lzin Lingkungan;

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin Lingkungan
Kegiatan Operasional Pasar Fijenan oleh Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul,

Menimbang

—

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakaria
jo-Peraturan Pemerintah Nomaor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomecr 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5059,

3. Peraturan Pemerintah MNomor 27 Tahun 2012 tentang lzin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Mamor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momar
5285),

4, Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Menter Lingkungan Hidup Noemor § Tahun 2012 tentang
Jenis Rencana Usaha danfatav Kegiatan Yang Wajib Memili
Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup (Berta Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup {Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 380},

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Tata Laksana Panilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkunozas
Hidup Serta Penerbitan lzin Lingkungan (Berita Negara Repubis
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1258),

8. Peraturan Gubemur Daerah |stimewa Yogyakarta Momor 7 Tahus

2013 tentang Llsaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolass

Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Mengingat
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12).

10.Peraturan Bupali Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen
Lingkungan Hidup dan lzin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2017 Nomor 57).

Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul Nomor:
13/REK.DLH/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Rekomendasi
DPLH Kegiatan Operasional Pasar Pijenan oleh Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul: ’

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN OPERASIONAL PASAR PIJENAN OLEH DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

. Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama pemrakarsa . Dinas Perdagangan Kabupaten
Bantul

2. Penanggung jawab . Drs.Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.

3. Jabatan . Kepala

4, Alamat kuntor : Komplek Il Perkantoran Pemerintah

Kabupaten Bantul, JI. Lingkar Timur,
Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul

5. Nama usaha . Pasar Pijenan

6. Jenis usaha . Kegiatan operasional pasar

7. Lokasi kegiatan . Pedukuhan Gesikan, Desa Wijirejo,
Kecamatan Pandak

8. Luas lahan © 12.000 m?

9. Luaslantaibangunan @ 2.126 m?

: Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini sesuai dengan
Rekomendasi DPLH Nomor 13/REK.DLH/10/2020 tentang
Kegiatan Opecrasional Pasar Pijenan oleh Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul,

. Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib memiliki Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau
izin lain terkait usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

: Organisasi Perangkat Daerah pemberi izin wajib memperhatikan
Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan
mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum
dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini;

. Pemegang izin sesuai Diktum KESATU BERKEWAJIBAN untuk
1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana

termaktub calam dokumen DPLH;

2. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkunga=
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan;

3. Memberikan akses kepada DLH dan/atau OPD sektor terkas
untuk meizkukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidus
terhadap kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal ‘-4]
Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan cas
Pengelolaan Lingkungan Hidup; t

4. Memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Ment=ss
Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenanga
berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelo
lingkungan nidup;
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS

KETIGABELAS

KEEMPATBELAS

KELIMABELAS

. Pemegang zin sesuai Diktum KESATU melakukan pengeiolaan

dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan dengan
pendekatan teknologi, sosial dan institusi;

: lzin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan

berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau
kegiatan;

: Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib mengajukan

permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan
atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria
perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

. Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan

laporan pelal.sanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat
dalam Kepuiusan Izin Lingkungan ini setiap 6 (enam) bulan sekali
kepada Kepala DLH Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal
ditetapkan kaputusan ini;

. Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan

laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat
dalam Kepuiusan lzin Lingkungan di luar komponen fisik, kimia dan
biologi kepada OPD sektor lain yang membidangi;

. Apabila dalan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul

dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola dalam DPLH,
pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib melaporkan kepada
DLH dan OPD sektor terkait sebagaimana Diktum KESEMBILAN

dan KESEPULUH untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan:;

Pemegang zin sesuai Diktum KESATU akan dikenakan sanksi

apabila tidat. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA serta melanggar ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2012 tentany lzin Lingkungan;

Izin Lingkurigan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan

‘ pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-

Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan riiaup;

. Dokumen DP_H/DPLH dan Lampiran Keputusan Izin Lingkungan

ini merupakun satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan
keputusan ini

Keputusan |z.n Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di - Bantul
: 20 Oktober 2020

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bapak Bupati Bantul (sebagai lapcran);
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